
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAW A BARA T 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 32 TAHUN 2024 

TENTANG 

TATA CARA PENG SIAN J ABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF 

SERTA PERPANJANGAN MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN 
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

Meni bang 

Mengingat 

DE GA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TA IKMALAYA, 

a. bahwa jabatan pimpinan tin ggi merupaka batan 
man je ial tingk a t tinggi yang berta n ggung j a w b dan 
berp ra d a engelola , m emotivasi, dan 

k g pen ge b gan pegawai apar t r sipil 
kan sumber daya serta e gambil 

m enuru tingkatan jabatan n ya, untuk 
a a jua orga 'sasi; 

b. bahwa berdasark n ketent a n Pasal 110 ayat (3) dan (4) 
Perat ran Pemerintah omor 11 Ta h un 2 17 tentang 
Man jem en P gawai e eri Sipil, pengisian jabatan 
pim pinan ting . p rata a d ilakukan secara ter ka dan 
kompetitif . k lan egaw i negeri sip il sesu i dengan 
per T rata n, d ilaku ka secara terbuk dan kompetitif 

ada tin a t n si nal au antar k abup t n/k ta dalam 
1 (S8. u) p ovin 'i; 
ahwa untuk mem erika kejelasan pen 'sian Jabatan 

Pimpi an Tinogi ratama, serta perpanjangan dan 
pemberh ntian Pejabat Pimpin an Tin ggi Pratama di 
lingkungan Pemerintah Daera h Kabu paten Tasikmalaya, 
p rlu menyus n pedoman agar terlaksana secara 

ansp an, b'ektif, kompetitif dan akuntabel; 
d. bahw b rdasarkan per timbangan sebagaimana 

dimaksud ala huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Pera uran Bupati tentang Tata Cara 
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui 
Seleksi Terbuka dan Kompetitif serta Perpanjangan Masa 
Jabatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah . Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 
8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
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Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ten tang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan 
Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola 
Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 526); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 152 Tahun 2022 
tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 153); 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN 
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI 
TERBUKA DAN KOMPETITIF SERTA PERPANJANGAN DAN 
PEMBERHENTIAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Definisi 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memlmpm 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil 
negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara 
di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

8. Tim Penilai Kompetensi (Assessor) adalah tim yang berasal 
unsur independen, bersertifikat, dan memiliki pengalaman 
uji kompetensi, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, 
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang 
pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan 
organisasi. 

10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT 
adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi 
pemerintah. 
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11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya 
disebut JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi 
pada Pemerintah Daerah. 

12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pegawai aparatur 
sipil negara yang menduduki JPT Pratama. 

13. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara 
yang menduduki jabatan fungsional pad a instansi 
pemerintah. 

14. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 
KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan 
bebas dari intervensi politik. 

15. Kompeten si Teknis a da lah pengetahuan , keterampilan, 
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, di r, dan 
dikembangkan yang spesiflk berkaitan deng n idang 
teknis Jabatan. 

16. Kompetensi Manajerial adalah peng tahuan, 
keterampilan, da n sikap / perilaku yang dapat di ati, 
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan l atau 
mengelola unit organisasi. 

17. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, 
keterampilan, da n sikap I perilaku yang dapat d iamati, 
diukur, dan d ikembangkan terkait denga en galaman 
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal 
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasa b ngsaan, 
etika, nilai-nilai, moral, emosi dan pri si , yang harus 
dipenuhi oleh setiap pemegang Jabat untuk 
memperoleh hasil kerja sesuai denga pe ,fu gsi dan 
Jaba tan. 

Bagian Kedua 
Maksu d, Tujuan , dan Sasaran 

Pasal2 

(1) Maksud ditetapka nnya Peratura n Bupati ini yaitu sebagai 
pedoman dalam proses pengisian J Pratama secara 
terbuka dan kompetitif, serta perpanjangan dan 
pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. 

(2) J PT Pratama sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. sekretaris daerah; 
b. asisten sekretaris daerah; 
c. staf ahli; dan 
d. kepala Perangkat Daerah. 

Pasal3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ml yaitu 
terselenggaranya proses pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel, 
serta terwujudnya tertib administrasi proses perpanjangan dan 
pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. 
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Pasal4 

Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terpilihnya 
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berkompeten sesuai 
standar kompetensi Jabatan, dan terselenggaranya proses 
perpanjangan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama. 

Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

Pasal5 

Ruang lingkup Peratura n Bupati ini terdiri atas: 
a . persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Prata a; 
b. persiapan pengisian J PT Pratama; 
c. pelaksanaan pengisian JPT Pratama; 
d. perpanjangan m a sa jabatan Pejaba t Pimpina n Tinggi 

Pratama; 
e . pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 
f. pelaporan; dan 
g. pembiayaan. 

BAB II 
PE YARATAN CALON PEJABAT PIMPINAN INGG P AMA 

Pasal6 

(1) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pra tama Sekretaris Daerah 
haru s m emenu hi persya ratan seb gai beri t: 
a . berstatus PNS pad a Pem rin tah Daera , PNS pada 

Pemerintah Provinsi Jawa Ba ra t, a au PNS pada 
pemerintah k a bupaten/kota d i ilay Provinsi Jawa 
Barat; 

b. pernah atau sedang m enduduki PT ratama; 
c. bagi pelamar yan g berasal dari pejabat administrator 

dengan ketentuan paling singkat telah 2 (dua) tahun 
dalam jabatan adm inistrator yang pernah atau 
masih didudukinya; 

d. bagi pelamar yang berasal dari Pejabat Fungsional 
telah menduduki jabatan paling rendah jenjang ahli 
madya selama 2 (dua) tahun; 

e. pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah 
jenjang pangkat yang ditentukan kecuali bagi Pejabat 
Fungsional; 

f. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah strata 
satu (Sl)/Diploma IV; 

g. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, 
bagi pelamar yang berasal dari pejabat administrator 
dan pejabat fungsional; 

h. semua unsur penilaian pre stasi kerja paling kurang 
harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 
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1. telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN)jLaporan Harta 
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); 

J. tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin 
tingkat sedang atau berat; 

k. bebas dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; 
1. sehatjasmani dan rohani; 
m. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moral 

yang baik; dan 
n. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, 

dan Kompetensi So sial Kultural sesuai standar 
kompetensi Jabatan yang ditetapkan. 

(2) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris 
Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. berstatus PNS pada Pemerintah Daerah, PNS pada 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, atau PNS pada 
pemerintah kabupatenjkota di wilayah Provinsi Jawa 
Barat; 

b. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam jabatan 
administrator yang pernah atau masih didudukinya; 

c. bagi calon peserta Pejabat Fungsional telah 
mendudukijabatan paling rendahjenjang ahli madya 
pangkatjgolongan IV jb selama 2 (dua) tahun; 

d. pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah 
jenjang pangkat yang ditentukan kecuali bagi Pejabat 
Fungsional; 

e. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah strata 
satu (Sl)jDiploma IV; 

f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; 
g. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas 

terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara 
kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun; 

h. semua unsur penilaian pre stasi kerja paling kurang 
harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

1. telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan 
PenyeIenggara Negara (LHKPN)jLaporan Harta 
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); 

J. tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin 
tingkat sedang atau berat; 

k. bebas dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; 
1. sehat jasmani dan rohani; 
m. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moral 

yang baik; dan 
n. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, 

dan Kompetensi So sial Kultural sesuai standar 
kompetensi Jabatan yang ditetapkan. 

(3) Persyaratan pernah menduduki JPT Pratama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi 
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dikenakan 
pejatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan 
dan telah habis masa hukuman disiplinnya. 

(4) Persyaratan pernah menduduki jabatan administrator 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku bagi 
pejabat administrator yang dikenakan pejatuhan 
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hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan dan telah 
habis masa hukuman disiplinnya. 

(5) Persyaratan usia paling tinggi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf f untuk diangkat 
dalam JPT adalah usia pada saat d iangkat dalam jabatan 
pimpinan tinggi terse but oleh Penjabat Pembina 
Kepegawaian. 

BAB III 
PERSIAPAN PENGISIAN JPT PRATAMA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 7 

Tahap persiapan meliputi: 
a. penetapan JPT Pratama yang lowong; 
b. penyusunan perencanaan pelaksanaan seleksi; dan 
c . pembentukan panitia seleksi. 

Bagian Kedua 
Penetapan Jabatan yang Lowong 

Pasal8 

(1) Penetapan JPT Pratama yang lowong sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dalam rangka 
pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif. 

(2) Pengisian JPT Pratama yang lowong sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disebabkan: 
a. penSlun; 
b. meninggal dunia; 
c. mengundurkan diri; 
d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa 

penurunan jabatan, pembebasan jabatan, 
pemberhentian PNS tidak atas permintaan sendiri 
dan pemberhentian PNS dengan tidak hormat; 

e. diangkat dalam jabatan lain; 
f. diberhentikan semen tara dari PNS; 
g. diberhentikan karena tidak mencapai kinerja; 
h. ditugaskan secara penuh di luar JPT; 
1. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan 
J. diberhentikan dari jabatan sebagai akibat dari 

reorganisasi dimana yang bersangkutan tidak 
memiliki kesesuaian antara tugas jabatan dengan 
kualifikasi dan kompetensi. 
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Bagian Ketiga 
Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Seleksi 

Pasa19 

(1) Penyusunan perencanaan pelaksanaan seleksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun 
oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 
penunjang bidang Kepegawaian. 

(2) Dokumen perencanaan pelaksanaan seleksi JPT Pratama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 
a. penentuan JPT yang akan diisi, terkait dengan nama 

jabatan dan deskripsi tugasnya yang akan 
diisi j lowong; 

b. kualifikasi dan standar kompetensi untuk masmg­
masing jabatan yang akan diisijlowong; 

c. pembentukan panitia seleksi; 
d. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan 

pengisian JPT; 
e. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi 

seleksi; 
f. penentuan sistem yang digunakan pada setiap 

tahapan pengisian JPT; dan 
g. konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan 

lamaran. 
(3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pad a ayat 

(1) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
me1aksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian 
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. 

(4) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan dokumen 
perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada 
KASN sebagai bahan evaluasi dan penerbitan surat 
rekomendasi. 

Bagian Keempat 
Pembentukan Panitia Se1eksi 

Pasa110 

(1) Pembentukan panitia se1eksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf c ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN. 

(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas unsur: 
a. Pejabat Pimpinan Tinggi terkait dari lingkungan 

Pemerintah Daerah; 
b. Pejabat Pimpinan Tinggi dari Instansi Pemerintah lain 

yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang 
lowong kebutuhan kompetensi teknis tertentu; 

c. akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai 
keahlian terkait jabatan yang akan diisi; dan 

d. khusus untuk JPT Pratama Sekretaris Daerah, 
panitia se1eksi dapat diangkat dari Pemerintah 
Daerah Provinsi J awa Barat. 
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(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling 
banyak 9 (sembilan) orang. 

(4) Komposisi anggota panitia seleksi paling banyak 45% 
(empat puluh lima persen) berasal dari internal 
Pemerintah Daerah. 

(5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) yang 
berasal dari internal harus memiliki kedudukan paling 
rendah sarna dari jabatan yang akan diisi. 

Pasalll 

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. memiliki pengetahuan danj atau pengalaman sesuai 

dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan 
yang akan diisi; 

b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian 
kompetensi; 

c. tidak menjadi anggotajpengurus partai politik; 
d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan; 
e. memiliki integritas, netral, independen dan 

menghindarkan diri dari konflik kepentingan; dan 
f. menaati kode etik sebagai panitia seleksi yang 

ditetapkan oleh KASN. 
(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 

mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan 

seleksi; 
b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi 

seleksi; 
c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap 

tahapan seleksi; 
d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi 

dan seleksi kompetensi; 
e. mengumumkan lowongan JPT Pratama dan 

persyaratan pelamaran; 
f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan 
g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi 

kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. 

Pasal12 

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
menjalankan tugas untuk proses seleksi pengisian JPT 
Pratama secara terbuka dan kompetitif untuk masa tugas 
yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Dalam hal anggota panitia seleksi mendaftarkan diri 
menjadi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, harus 
mengundurkan diri dari keanggotaan panitia seleksi. 

(3) Penggantian anggota panitia seleksi yang mengundurkan 
diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 
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Pasal13 

(I) Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (2), panitia seleksi dibantu: 
a. Tim Penilai Kompetensi (Assessory ; dan 
b . sekretariat yang bertugas mem berikan dukungan 

administratif. 
(2) Sekretariat sebagaiman a dimaksud pada ayat (I) huruf b 

berkedudukan pada Perangkat Daerah yang 
melaksanakan fu ngsi penunjang bida n g Kepegawaian 
WaIan. 

(3) Panitia seleks i m endisku s ikan kembal)m mantapkan 
stan dar kom peten s i j a batan yang lowong bersa Pejabat 
yang Berwenang dan Tim Penilai Kompetensi ( ss sory. 

BAB IV 
TAHAPAN PELAKSANAAN PENGISIAN J PT PRATAMA 

Bagian Kesatu 
Um um 

Pa sa l 14 

Pelaksanaan m elipu ti ta h apa n seba gai berik 
a. pengumuman lowongan jabatan; 
b . selek si pengisian J PT Pra a ma; 
c . pengolahan dan penetapan h a sil selek si; 
d . pe ya mpaian laporan h a s il seleksi ke ada KASN; dan 

p n gangka tan Pejaba t Pimpinan Tinggi Pratama. 

Ba gian Kedu a 
Pengu m u man Lowongan Jabatan 

Pa sal15 

(I) Pengum uman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 huruf a dilaksanaka n dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. diumumkan secara terbuka melalui website dan 

akun m edia sosial resmi Pemerintah Daerah, 
dan/ atau m edia cetak dan elektronik; 

b. jangka waktu pengumuman paling singkat 15 (lima 
belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal 
penerimaan lamaran; 

c. dalam hal pelamar belum memen uhi lebih dari 3 (tiga) 
orang, pengumu man dapat d iperpa njang paling 
banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari 
kalender; 

d. setelah 2 {dual kali d iperpanjan g sebagaimana 
dimaksud pada huruf c namun pelamar hanya 
berjumlah 3 (tiga) orang, panitia seleksi berkoordinasi 
dengan KASN untuk kelanjutan tahapan seleksi; dan 



-11-

e. setelah 2 (dua) kali diperpanjang sebagaimana 
dimaksud pada huruf d namun pelamar hanya 
berjumlah 3 (t iga) orang, panitia seleksi berkoordinasi 
dengan KASN untuk kelanjutan tahapan seleksi. 

(2) Pengumuman lowongan jabatan dan persyaratan 
pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani k etua panitia seleksi atau sekretaris 
panitia atas nama ketua panitia seleksi. 

(3) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling sedikit memua t hal-hal sebagai 
berikut: 
a . n ama ja batan yang aka n d iis i; 
b. kualifikasi dan s tandar kom petensi; 
c. kelengkapa n persyaratan administrasi ya·t 

1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pel a dan 
bermeterai cukup; 

2 . fotokopi Su rat Keputusan kepangkatan ter khir; 
3. fotokopi Surat Keputusan pen n gkatan 

terakh ir bagi peserta selek si dari ejabat 
Pimpin a n Tinggi Pratama; 

4 . fotokopi Surat Keput san penga gkatan 
pertama da n tera khir J abatan 
Adm in is t ra tor ba gi peserta seleksi d ri Pejabat 
Administra tor a tau Jabatan Fungsi a l jenjang 
Ahli Ma dya yang relevan ba gi pese ta el ksi dari 
Pejabat Fungsion al; 

5. otokopi ijazah strata sat (SI)jDi lom a IV dan 
ij azah terakhir ba gi yang memili yang 
dilegalisir pejaba t yang berwen ang; 
fotokopi hasil pen ilaia n pre s ta si ke j 2 (dua) 
tah un terakhir dengan kete tu a em a unsur 
penilaian pres tasi kerja palin g ren ah bernilai 
baik ; 

7 . rekom endasi m engikuti selek s i; 
8 . surat pernya taan tidak dalam m as menjalani 

hukum a n disiplin tingkat sedang atau tingkat 
berat bermaterai cukup; 

9 . surat keterangan beba s d ari narkotika, 
psikotropika, d an zat adik if yang dilengkapi 
hasil pemeriksa a n laborator ium unit kesehatan 
pemerintah paling lambat 1 (satu) bulan terakhir 
sebelum penyampaian lamaran; 

10. surat k eterangan sehat jasmani dan rohani dari 
dokter pemerintah; 

11 . pakta integritas; 
12. fotokopi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan 
Aparatur Sipil Negara (LHKASN); 

13. fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang 
tahun terakhir; dan 

14. daftar riwayat hidup lengkap. 
d. batas waktu penyampruan lamaran dan 

pengumpulan kelengkapan a dministrasi; 
e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; dan 
f. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi. 
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(4) Dalam hal pengumuman lowongan jabatan dilaksanakan 
pada masa keadaan darurat, pelaksanaannya disesuaikan 
dengan kondisi kedaruratan yang ditetapkan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Seleksi Pengisian JPf Pratama 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 16 

(1) Seleks i pengisian J Pf Pratama sebagaimana dimaksu d lam 
Pa sal 14 huruf b dila ksanakan secara terbuka dan kom etitif 
di kalangan PNS den gan memperhatikan syarat ko pe tensi, 
kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, re a jejak 
jabatan, integritas, dan moralitas serta persy ratan lai sesuai 
ketentuan pera turan perundang-undangan. 

(2) Seleksi pengisian J Pf Pratama sebagaim ana dim s d pada 
ayat (1) dilaksanaka n d engan tahapan sebagai ber ikut: 
a. pengajuan lamaran ; 
b. penelusuran rekam jejak; 
c. seleksi admin is trasi; 
d. seleksi kompetensi; 
e. penulisan dan pen ilaian makalah; dan 
f. wawa ncara akh ir. 

Pa ragraf 2 
Pengaju an Lam a ran 

Pasal 17 

(1) Lamara n sebagaimana dimaksud dala m Pa sal 16 ayat (2) huruf 
a dituju kan kepa da k etua panitia selek i m elalui sekretariat 
panitia seleksi. 

(2) Pelamaran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus 
direkom en dasikan oleh Pejabat yang Berwenang atas 
persetujuan Pejabat Pem bina Kepegawaian. 

(3) Selain pelamaran sebagaim ana dimaksud pada ayat (2), panitia 
seleksi dapat mengun dang PNS yang memenuhi syarat untuk 
diikutsertakan di dalam seleksi. 

(4) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi 
syarat untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus 
tetap mendapat rekomendasi dari Pejabat Pembina 
Kepegawaian. 
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Paragraf 3 
Penelusuran Rekam Jejak 

Pasal18 

(1) Pene1usuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap 
profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar 
dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang me1iputi: 
a. jabatan yang pernah dan sedang didud ki; 
b . latar belakang pendidikan formal; 
c. pendidika n dan pela tihan kepemimpin a n an teknis I 

fungsional yang pernah diikuti; 
d. pre stasi yang menonjol salama me1aksanakan t g 
e. integritas yang dim iliki. 

(2) Panitia selek si menyusun instrumen/kriteria n ilaian 
integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pe bobotan 
untuk mengukur integritasnya. 

Pa ragraf 4 
Seleksi Administrasi 

Pasa l19 

(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud da a asal 16 
ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentu an s i 
a . pem eriksaan dilak sanakan oleh sek retariat pani ' se1eksi; 
b. penetapan palin g sedik it 3 (tiga) calon Pejabat impinan 

Tin ggi Pra tama yang m emenuhi persyar tan a d inistrasi 
untu k m engikuti tahapan selek si berik tnya n tuk setiap 
1 (sa tu) lowongan JPT Pratam a; 

c. syarat ya ng d ipenuhi yaitu adanya keter "tan obyektif 
antara kompetensi, ku alifika si, kepa n gkata n, pendidikan 
dan latihan, rek a m jejak jabatan, integritas , da n moralitas 
serta p rsyaratan lain yang dibutuh k n oleh jabatan yang 
diduduki; dan 

d. pengum uman hasil seleksi ditanda tangani ketua panitia 
seleksi dan diumumkan melalui w ebsite danl atau akun 
m edia sosial resmi Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam hal calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang 
memenuhi persyaratan a dministrasi kurang dari 3 (tiga) orang, 
panitia seleksi mengumumkan ulang seleksi pengisian JPT 
Pratama untuk menjaring calon Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) 
hari kalender. 

(3) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), belum diperoleh jumlah paling sedikit 
3 (tiga) orang calon yang memenuhi syarat, tetapi sudah 
diperoleh pendaftar 2 (dua) orang calon Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama yang memenuhi syarat, tahapan se1eksi dapat 
ditunda, atau calon yang memenuhi persyaratan administrasi 
ditetapkan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya setelah 
berkoordinasi dengan KASN. 
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Paragraf 5 
Seleksi Kompetensi 

Pasal20 

(1) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (2) huruf d meliputi: 
a. seleksi Kompetensi Manajerial; 
b. seleksi Kompetensi Sosial Kultural; dan 
c. seleksi Kompetensi Teknis. 

(2) Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompet n s i osial Kultural 
sebagaim ana dimaksu d pada ayat (1) huru a an huruf b 
dibantu oleh Tim Pen ilai Kompeten si (As es r) yang 
berpedoman kepada Standar Kompetensi Manaje ial engan 
menggunakan metode: 
a . assessment centre; 
b. quasi assessment centre; atau 
c. psikometri/psikotes laporan panjang. 

(3) Hasil penilaian kompetensi sebagaimana d ·m aksud pa a ayat 
(1) beserta peringkatnya disampaikan Tim Penilai 0 petensi 
(Assessor) kepada panitia seleksi. 

(4) Penilaian Kompeten si Tekn is sebagaimana dim p da ayat 
(1) huruf c dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, 
wawancara dan l atau m etode lainnya. 

5 ) Penilaian kompeten si sebagaimana dimak ayat (3) 
dila kukan oleh Tim Penilai Kompetensi (Assesso panitia 
seleksi. 

Paragraf6 
Pen ulisan dan Penilaia n Makalah 

Pasal 2 1 

(1) Penulisan dan pen ila ian m aka lah sebagaiman dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dilaksanakan terh adap peserta 
yang dinyatakan lulus selek si a d min istra i. 

(2) Penu lisan makalah sebaga iman a dimaks d pada ayat (1) 
dengan ketentuan seba gai berikut: 
a. topik atau judul yang berkaitan dengan jabatan yang 

dilamar; 
b. makalah merupakan karya sendiri; dan 
c. tata cara dan ketentuan penulisan makalah ditentukan 

oleh panitia seleksi. 
(3) Penilaian makalah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 

dilakukan oleh panitia seleksi dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. memperhatikan kesesuaian isi makalah dengan bidang 

tugas jabatan yang akan diisi; dan 
b. apabila diperlukan, panitia seleksi da pat meminta peserta 

untuk mempresentasikan isi makalah. 
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Paragraf7 
Wawancara Akhir 

Pasal22 

(1) Wawancara Akhir se bagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
(2) huruf f dilaksanakan oleh panitia seleksi. 

(2) Wawancara sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. wawancara sesuai materi yang telah ditetapkan; dan 
b. wawancara bersifat klarifikasi terhadap pelamar yang 

mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter dan 
pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual dan 
terkini. 

(3) Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan un sur 
pengguna (user} dari jabatan yang akan diduduki atau dapat 
melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali 
potensi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. 

(4) Narasumber dalam wawancara akhir tidak memiliki 
kewenangan dalam memberikan penilaian. 

Paragraf 8 
Pembobotan Hasil Seleksi 

Pasal23 

Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi penilaian 
dan pembobotan hasil seleksi, yaitu: 
a. penulisan makalah denganjumlah bobot (15% sampai dengan 

20%); 
b . assesment center dengan jumlah bobot (20% sampai dengan 

25%); 
c. wawancara dengan jumlah bobot (30% sampai dengan 35%); 

dan 
d. rekamjejak denganjumlah bobot (15% sampai dengan 20%). 

Bagian Keempat 
Pengolahan dan Penetapan Hasil Seleksi 

Pasa124 

(1) Pengolahan dan penetapan hasil seleksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh panitia 
seleksi. 

(2) Pengolahan dan penetapan hasil seleksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi 

sebagai bahan menyusun peringkat nilai; 
b. panitia seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap 

kepada peserta seleksi; 
c. panitia seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada 

Pejabat Pembina Kepegawaian; 
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d. peringkat nilai yang disampaikan kepada Pejabat Pembina 
Kepegawaian bersifat rahasia; 

e. panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian dan memilih 
sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Pejabat 
yang Berwenang; 

f. Pejabat yang Berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon 
yang telah dipilih panitia seleksi kepada Pejabat Pembina 
Kepegawaian; 

g. penetapan calon dilakukan konsisten denganjabatan yang 
dipilih dan sesuai dengan rekomendasi panitia seleksi. 

Bagian Kelima 
Penyampaian Laporan Hasil Seleksi kepada KASN 

Pasal25 

Panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa be rita 
acara, keputusan pansel, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil 
assessment kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi 
sebelum dilakukan pengangkatan dan pelantikan. 

Bagian Keenam 
Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 

Pasal26 

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) nama dari calon 
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f untuk ditetapkan dan dilantik 
sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. 

(2) Dalam hal calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang 
mendapat rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 kurang dari 3 (tiga), Pejabat Pembina Kepegawaian 
memilih 1 (satu) nama calon untuk ditetapkan dan dilantik 
sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. 

(3) Sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian: 
a. Pejabat Pimp in an Tinggi Pratama calon Sekretaris Daerah 

dan calon Inspektur Daerah, dikoordinasikan dengan 
Gubernur; dan 

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama calon sekretaris dewan 
perwakilan rakyat daerah, dimintakan persetujuan 
pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah. 

(4) Sebelum dilantik oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama calon kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil, dikoordinasikan dengan 
menteri dalam negeri untuk mendapatkan penetapan. 

(5) Penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terpilih 
dilaksanakan setelah koordinasi dan mendapat rekomendasi 
KASN. 

(6) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terpilih ditetapkan dengan 
Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. 
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(7) Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABV 
PERPANJANGAN MASA JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

Pasal27 

(1) PNS yang diangkat dalam JPT Pratama dapat menduduki 
jabatan paling lama 5 (lima) tahun. 

(2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Pejabat 
Pimpinan Tinggi se bagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memperpanjang 
masa jabatan PNS yang bersangkutan dengan terlebih 
dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan 
kompetensi yang bersangkutan dengan 
mempertimbangkan kebutuhan organisasi. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
oleh Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian yang terdiri dari 1 (satu) orang dari eksternal 
dan 2 (dua) orang dari internal, dan dilakukan 3 (tiga) 
bulan sebelum masajabatannya berakhir. 

(4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang diperpanjang 
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan 
keputusan perpanjanganjpengangkatan kembali dalam 
jabatan terse but. 

(5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setelah menduduki 
jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat ditempatkan ke 
JPT yang setara atau jabatan fungsional yang setara 
sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi. 

(6) Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak diperpanjang 
ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi 
dan kompetensi yang bersangkutan, serta dapat mengikuti 
seleksi terbuka dan kompetitif kembali untuk jabatan 
lainnya. 

(7) Pelaksanaan perpanjangan JPT dikoordinasikan dan 
dilaporkan kepada KASN seSUal ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BABVI 
PEMBERHENTIAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

Pasal28 

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diberhentikan karena: 
a. mengundurkan d iri sebagai JPT Pratama; 
b . mencapai batas usia pensiun dalam jabatannya; 
c. melakukan pelanggaran disiplin berat serta integritas 

dan moralitas; 
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d. tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam 
waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan dan setelah 
6 (enam) bulan diberikan kesempatan tidak dapat 
memperbaiki kinerjanya serta tidak lulus UJI 
kompetensi; dan/ atau 

e. kondisi kesehatan baik jasmani maupun rohani yang 
menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya tugas 
dan fungsi se bagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. 

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Pembina 
Kepegawaian. 

(3) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan seSUaI ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB VII 
PELAPORAN 

Pasal22 

(1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi 
pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif 
kepada KASN dengan tembusan kepada Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi, dan Gubernur Jawa Barat. 

(2) Pe1aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal23 

Pe1aksanaan se1eksi pengisian JPT Pratama secara terbuka 
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa1 24 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



-19-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Juli 2' 24 

IS DAERAH 
'ASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 8 Juli 2 .... 24 

SIKMALAYA, 

T 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOM OR 32 


